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Abstract 
The continuity of children's education in Pangkajene and Kepulauan Regency is exposed to risks associated with 

limited household economic resources, children's involvement in family economic activities, and weakened 

household capacity to maintain children's education under economic pressure. This Policy Paper aims to analyze 

the root causes of Out-of-School Children (OSC) and children at risk of discontinuing education, examine policy 

alternatives, and formulate the most appropriate policy option for the local context. The analysis applies problem 

identification, priority setting using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method, root-cause analysis through 

a fishbone framework and Level 1–Level 2 causes, and policy formulation and assessment using a Logic Model 

and Multi Criteria Analysis (MCA). The analysis finds that household socioeconomic conditions and children's 

involvement in family economic activities constitute the priority problem. Three main root causes are identified: 

insufficient household income to meet living and educational needs, children's involvement in family economic 

activities, and weakened household capacity to sustain children's education when facing economic pressure. 

Among the three policy alternatives—strengthening adaptive education services, strengthening integrated social 

protection, and strengthening early identification and mentoring—the integrated social protection alternative 

obtains the highest score in the Logic Model (5.0/5) and MCA (4.70/5). The Policy Paper therefore recommends 

strengthening adaptive social protection for vulnerable families through an integrated process of risk 

identification, family assessment, vulnerability classification, intervention matching, family mentoring, and 

monitoring of educational continuity. This policy is expected to improve targeting, adapt interventions to 

household and territorial conditions, and strengthen the prevention of Out-of-School Children in Pangkajene and 

Kepulauan Regency.  
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Abstrak  

Keberlanjutan pendidikan anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menghadapi risiko yang dipengaruhi 

oleh keterbatasan sumber daya ekonomi rumah tangga, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga, serta 

melemahnya kapasitas keluarga mempertahankan pendidikan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Policy Paper 

ini bertujuan menganalisis akar masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak yang berisiko tidak melanjutkan 

pendidikan, mengkaji alternatif kebijakan, serta merumuskan pilihan kebijakan yang paling sesuai dengan 

karakteristik daerah. Analisis dilakukan melalui identifikasi masalah, penetapan prioritas menggunakan metode 

USG (Urgency, Seriousness, Growth), analisis akar masalah melalui fishbone dan penyebab Level 1–Level 2, 

serta perumusan dan penilaian alternatif kebijakan menggunakan Model Logika dan Multi Criteria Analysis 

(MCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan keterlibatan anak dalam 

aktivitas ekonomi keluarga merupakan persoalan prioritas, dengan tiga akar masalah utama berupa pendapatan 

rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan anak, keterlibatan anak dalam aktivitas 

ekonomi keluarga, serta melemahnya kapasitas rumah tangga mempertahankan pendidikan anak ketika 

menghadapi tekanan ekonomi. Dari tiga alternatif kebijakan, yaitu penguatan layanan pendidikan adaptif, 

penguatan perlindungan sosial terintegrasi, serta penguatan identifikasi dini dan pendampingan, alternatif 

perlindungan sosial terintegrasi memperoleh nilai tertinggi pada Model Logika (5,0/5) dan MCA (4,70/5). Policy 

Paper merekomendasikan penguatan perlindungan sosial adaptif bagi keluarga rentan melalui integrasi 

identifikasi risiko, asesmen keluarga, klasifikasi kerentanan, pemadanan intervensi, pendampingan, dan 

monitoring keberlanjutan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan mendorong intervensi yang lebih tepat sasaran, 

adaptif terhadap kondisi keluarga dan wilayah, serta memperkuat pencegahan ATS di Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. 

 

Kata Kunci : anak tidak sekolah; kabupaten pangkep; keluarga rentan; perlindungan sosial adaptif; risiko putus 

sekolah 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena 

berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, perluasan kesempatan ekonomi, dan perbaikan 

kualitas hidup masyarakat ((Becker, 1964) (Hanushek & Woessmann, 2008). Namun, capaian 

pembangunan pendidikan tidak semata ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, melainkan juga oleh 

kemampuan rumah tangga mempertahankan anak dalam sistem pendidikan (Handa, 1999). Dengan 

demikian, keberlanjutan pendidikan anak merupakan isu multidimensi yang beririsan dengan aspek 

pendidikan, sosial-ekonomi, perlindungan sosial, dan tata kelola pemerintahan. 

Kompleksitas tersebut meningkat pada wilayah dengan karakteristik geografis khusus. 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki wilayah daratan, pesisir, pegunungan, dan 

kepulauan, dengan 115 pulau dan sekitar 65.260 penduduk bermukim di pulau-pulau kecil (Kelas 

Perahu Model Pencegahan Anak Putus Sekolah Di Daerah Kepulauan, 2019). Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keberlanjutan pendidikan bergantung pada ketersediaan layanan sekaligus pada kapasitas 

kebijakan untuk beradaptasi dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Sebagai respons, 

pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah Kepulauan dan Pesisir. Regulasi ini 

mencerminkan upaya menyesuaikan layanan pendidikan dengan karakteristik masyarakat kepulauan. 

Meskipun demikian, keberlanjutan pendidikan anak tidak hanya ditentukan oleh sisi penyediaan 

layanan (supply side), tetapi juga oleh kondisi ekonomi keluarga (demand side) (Handa, 2002). 

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga merupakan determinan 

penting putus sekolah, karena keluarga miskin menghadapi kendala biaya langsung maupun biaya 

peluang pendidikan (Fiszbein & Schady, 2009) (Sparrow, 2007). Jumlah penduduk miskin di Kabuaten 

Pangkep pada tahun 2025 mencapai 40,37 ribu jiwa (11,60%) dengan garis kemiskinan Rp471.043 per 

kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2025). Angka ini menunjukkan masih 

adanya kelompok rumah tangga dengan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar 

sekaligus kebutuhan pendidikan anak.  

Studi nasional menunjukkan bahwa ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan dan 

penghasilan yang tidak menentu menjadi penyebab anak petani di Kabupaten Takalar putus sekolah, 

dan sebagian anak kemudian membantu mencari nafkah (Quraisy & Arifin, 2017a). Temuan ini sejalan 

dengan kajian literatur yang menempatkan kemiskinan dan kebutuhan anak untuk bekerja sebagai 

penyebab utama putus sekolah pada pendidikan dasar di Indonesia (Ananda et al., 2025). 

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pangkep khusunya di Pulau Salemo menemukan bahwa 

Kelas Perahu berkontribusi sebagai sarana belajar, meningkatkan hasil belajar siswa, dan menurunkan 
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angka putus sekolah (Said & Torro, 2020).  Keterbatasan ekonomi tersebut berkaitan dengan 

keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga. Secara teoretis, rumah tangga miskin cenderung 

mengandalkan tenaga kerja anak ketika pendapatan orang tua tidak mencukupi (Basu & Van, 1999) 

(Edmons, n.d.). Pada konteks kepulauan, keterlibatan anak dalam aktivitas melaut membantu orang tua 

mencari nafkah menjadi salah satu faktor risiko anak tidak melanjutkan pendidikan, dan hal ini menjadi 

pertimbangan dalam perumusan kebijakan Kelas Perahu. 

Bukti empiris di Indonesia tentang bantuan sosial bersyarat belum seragam sebagaimana studi 

yang dilakukan Martsha menyimpulkan bahwa PKH berdampak pada partisipasi pendidikan anak usia 

sekolah (Martsha, 2024).  Di sisi lain, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Pangkep menghadapi 

tantangan identifikasi dan pemantauan. Sumber data yang berbeda menghasilkan angka ATS yang tidak 

seragam. Sistem SIPBM-ATS, misalnya, mengidentifikasi 77 anak ATS secara by name by address di 

empat desa lokus dan menemukan 1.568 anak berisiko putus sekolah. Selisih tersebut menunjukkan 

perlunya mekanisme identifikasi risiko yang sistematis agar intervensi dapat diberikan sebelum anak 

keluar dari sistem pendidikan. Pendekatan berbasis pencegahan dini ini sejalan dengan gagasan 

perlindungan sosial transformatif, yang tidak hanya bersifat protektif tetapi juga mengatasi kerentanan 

sosial secara struktural  (Devereux & Sabates-Wheeler, 2004). 

Dengan demikian, ATS tidak cukup dipandang sebagai persoalan pendidikan semata, melainkan 

sebagai akumulasi kerentanan keluarga yang menuntut pendekatan lintas sektor. Bukti dari berbagai 

negara menunjukkan bahwa transfer tunai, termasuk yang bersyarat, dapat meningkatkan partisipasi 

sekolah, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain, penargetan, dan konteks lokal (Baird et al., 2014; 

Fiszbein & Schady, 2009). Karena itu, diperlukan model perlindungan sosial adaptif yang 

menyesuaikan bentuk intervensi dengan tingkat kerentanan keluarga.  

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab risiko ATS 

serta merumuskan model perlindungan sosial adaptif bagi keluarga rentan di Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan. 

 

METODE 

Pendekatan dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang 

dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah 

menganalisis faktor penyebab risiko Anak Tidak Sekolah (ATS) dan merumuskan model perlindungan 

sosial adaptif, yang memerlukan pemahaman mekanisme, landasan regulasi, dan praktik kebijakan, 

bukan pengujian hubungan statistik antarvariabel. Lokus penelitian adalah Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, yang memiliki wilayah daratan, pesisir, pegunungan, dan 

kepulauan. 

Sumber dan Jenis Data 

Data penelitian seluruhnya berupa data sekunder yang dikelompokkan ke dalam tiga basis kajian. 
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Pertama, basis teori, yaitu literatur ilmiah dan laporan lembaga tentang kerentanan ekonomi rumah 

tangga, pekerja anak, dan keberlanjutan pendidikan, antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), 

World Bank, UNICEF, International Labour Organization (ILO), serta artikel jurnal nasional dan 

internasional. Kedua, basis regulasi, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang 

relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Daerah Pangkep Nomor 5 Tahun 

2015 dan Nomor 37 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Pangkep Nomor 36 Tahun 2019 dan Nomor 6 

Tahun 2023, ditambah regulasi pembanding dari Kabupaten Wajo dan Kota Banjarmasin. Ketiga, basis 

empiris, yaitu dokumen dan laporan praktik penanganan ATS, termasuk Kelas Perahu di Pangkep serta 

praktik integrasi data di Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Sulawesi Selatan. Data kondisi wilayah 

bersumber dari publikasi BPS dan data SIPBM-ATS  

Prosedur Pengumpulan dan Seleksi Dokumen 

Dokumen dikumpulkan melalui penelusuran basis data jurnal dan situs resmi lembaga pada 

periode tahun 2000-2025 menggunakan kata kunci "anak tidak sekolah", "putus sekolah", "pekerja 

anak", "perlindungan sosial", dan "Kelas Perahu". Dokumen dipilih berdasarkan relevansi dengan 

keberlanjutan pendidikan anak, kredibilitas penerbit atau lembaga, dan keterkaitan dengan konteks 

Indonesia atau wilayah kepulauan. Regulasi yang dianalisis dibatasi pada peraturan yang berstatus 

berlaku.  

Teknik Analisis Data 

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah ekstraksi, yaitu mengidentifikasi 

temuan, ketentuan, dan praktik pada setiap dokumen yang berkaitan dengan penyebab ATS, kerentanan 

rumah tangga, dan bentuk intervensi. Tahap kedua adalah analisis tematik untuk mengelompokkan 

temuan ke dalam tema akar masalah dan memetakan hubungan antartema menjadi rantai kausal. Tahap 

ketiga adalah sintesis, yaitu mengintegrasikan hasil kajian teori, regulasi, dan praktik empiris untuk 

menurunkan domain intervensi kebijakan. Tahap keempat adalah analisis alternatif kebijakan, yaitu 

membandingkan alternatif yang dikonstruksi dari domain tersebut menggunakan matriks komparatif 

yang memuat fokus utama, masalah yang dijawab, instrumen utama, dan kekuatan utama setiap 

alternatif. 

Keabsahan Data 

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari literatur 

ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen regulasi untuk setiap pernyataan penting. Selain itu, data 

kuantitatif wilayah dirujuk pada publikasi resmi, dan perbedaan angka antarsumber, seperti jumlah ATS 

dan anak berisiko ATS, disajikan secara eksplisit dan tidak digabungkan. Penelitian ini tidak 

menggunakan data primer sehingga tidak memerlukan pengumpulan data dari responden. 
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HASIL DAN DISKUSI 

Kondisi Wilayah dan Data Anak Tidak Sekolah 

Pangkep memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang kompleks, mencakup 

wilayah daratan, pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Wilayah ini memiliki 115 pulau dengan sekitar 

65.260 penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil https://pangkepkab.go.id/selayang-pandang. Pada 

sisi ekonomi, jumlah penduduk miskin pada 2025 mencapai 40,37 ribu jiwa atau 11,60 persen dengan 

garis kemiskinan Rp471.043 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, 2025). 

Angka ini menunjukkan masih adanya kelompok rumah tangga yang memiliki keterbatasan sumber 

daya untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan pendidikan anak. 

Data Anak Tidak Sekolah (ATS) dari berbagai sumber menunjukkan angka yang berbeda. Sistem 

SIPBM-ATS mengidentifikasi 77 anak ATS secara by name by address di empat desa lokus dan 

menemukan 1.568 anak yang berisiko putus sekolah [sumber dan tahun: lengkapi]. Selisih ini 

menunjukkan bahwa jumlah anak yang telah keluar dari sistem pendidikan jauh lebih kecil daripada 

jumlah anak yang rentan keluar. Dengan demikian, penanganan yang hanya menunggu anak tercatat 

sebagai ATS akan terlambat, dan diperlukan mekanisme identifikasi risiko yang lebih sistematis. 

Akar Masalah dan Rantai Kausal Keberlanjutan Pendidikan 

Hasil analisis menunjukkan tiga akar masalah utama. Pertama, pendapatan rumah tangga terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Kedua, anak terlibat dalam aktivitas ekonomi 

keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketiga, kapasitas rumah tangga 

mempertahankan pendidikan anak melemah ketika menghadapi tekanan ekonomi. Ketiganya 

membentuk rantai kausal yang menjelaskan bagaimana tekanan ekonomi pada tingkat rumah tangga 

berkembang menjadi gangguan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. 

Ketiga akar masalah tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat. Ketika 

keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi semakin intensif, waktu dan kesempatan anak untuk 

mengikuti pendidikan berkurang. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi yang berkelanjutan 

melemahkan kapasitas keluarga untuk mempertahankan pendidikan anak. Implikasinya, titik persoalan 

kebijakan tidak hanya terletak pada keberadaan anak yang tidak bersekolah, tetapi pada mekanisme 

ekonomi rumah tangga yang membuat keluarga rentan kehilangan kemampuan mempertahankan anak 

dalam sistem pendidikan. Intervensi yang hanya berorientasi pada anak atau sekolah belum tentu 

memadai; kebijakan perlu menyasar kapasitas ekonomi dan ketahanan rumah tangga serta mencegah 

keterlibatan ekonomi anak berkembang menjadi hambatan pendidikan. 

Kerangka Konseptual 

Kajian ini menggunakan tiga konsep yang saling berhubungan. Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah 

anak usia sekolah yang tidak sedang mengikuti pendidikan pada jalur formal maupun bentuk pendidikan 

lain yang diakui sesuai ketentuan. ATS dipahami bukan sekadar status administratif, tetapi indikasi 

adanya hambatan keberlanjutan akses dan partisipasi pendidikan yang merupakan akumulasi berbagai 

faktor kerentanan, seperti keterbatasan ekonomi, hambatan akses, kondisi sosial keluarga, dan 

https://pangkepkab.go.id/selayang-pandang
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keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. Anak berisiko ATS adalah anak yang masih berada dalam 

sistem pendidikan tetapi menunjukkan satu atau lebih faktor yang meningkatkan kemungkinan keluar 

atau tidak melanjutkan pendidikan, sehingga menjadi kelompok sasaran preventif. 

Perlindungan sosial adaptif adalah pendekatan yang menyesuaikan bentuk, intensitas, sasaran, 

dan waktu intervensi berdasarkan tingkat kerentanan serta perubahan kondisi rumah tangga. Pendekatan 

ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi memperkuat kapasitas rumah tangga mempertahankan 

pendidikan anak, mengurangi kebutuhan melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi, dan merespons 

peningkatan risiko lebih cepat. Dalam kerangka ini, perlindungan sosial adaptif menjadi instrumen yang 

menghubungkan upaya preventif terhadap anak berisiko ATS dengan upaya korektif terhadap ATS. 

Kerentanan Ekonomi Rumah Tangga dan Keberlanjutan Pendidikan 

Kerentanan ekonomi rumah tangga adalah kondisi ketika kemampuan keluarga memenuhi 

kebutuhan dasar dan mempertahankan kesejahteraan terbatas, sehingga keluarga mudah tertekan saat 

kebutuhan meningkat, pendapatan hilang, atau terjadi guncangan ekonomi. Statistik Pendidikan 2025 

menunjukkan bahwa indikator pendidikan Indonesia masih bervariasi menurut karakteristik sosial 

ekonomi dan wilayah (Badan Pusat Statstik, n.d.). World Bank tahun 2020 melaporkan kesenjangan 

capaian pendidikan menurut kondisi ekonomi rumah tangga (World Bank, 2020, 2020). Sedangkan 

UNICEF (UNICEF, n.d.) menempatkan kemiskinan anak sebagai persoalan multidimensi yang 

memengaruhi berbagai aspek kesejahteraan anak. 

Dari sisi kebijakan, kajian World Bank tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

menunjukkan bahwa dukungan terhadap biaya pendidikan dapat mengurangi beban finansial keluarga 

miskin dan meningkatkan partisipasi pendidikan (Indonesia Investments, 2015) . Penelitian pada anak 

usia 10–18 tahun dari rumah tangga miskin di Nusa Tenggara Timur dengan data Susenas 2021 juga 

menemukan bahwa anak dari rumah tangga miskin menghadapi risiko lebih besar mengalami 

penghentian pendidikan (Tanzi; & Ekaria, n.d.). Secara mekanisme, ketika pendapatan terbatas, 

keluarga harus membagi sumber daya untuk kebutuhan yang bersaing; kebutuhan dasar cenderung 

diprioritaskan, sehingga biaya pendidikan dan biaya pendukungnya menjadi beban tambahan. 

Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Ekonomi 

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi merupakan mekanisme yang menghubungkan kondisi 

ekonomi rumah tangga dengan gangguan pendidikan. Tinjauan ILO (ILO, 2025) menempatkan waktu 

anak untuk bekerja sebagai faktor penting dalam memahami hubungan pekerjaan dengan kehadiran dan 

capaian sekolah.  Survei ILO dan BPS tentang anak yang bekerja di Indonesia menunjukkan bahwa 

pada kelompok usia 5–17 tahun terdapat jutaan anak bekerja, sementara sebagian lain berada di luar 

pendidikan maupun pekerjaan (ILO, 2010). 

Bukti yang paling dekat dengan lokus penelitian berasal dari Pulau Sulawesi. Dengan data 

Susenas Maret 2022 dan regresi logistik, Rosmini dan Istiana menemukan bahwa 16,39 persen pekerja 

anak di Pulau Sulawesi mengalami putus sekolah(Rosmini & Istiana, 2025) . Temuan ini mendukung 

adanya mekanisme yang menghubungkan kondisi ekonomi keluarga dengan keberlanjutan pendidikan 
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melalui keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi. Aniza menelaah hubungan kehadiran sekolah 

dengan alokasi waktu kerja anak menggunakan Indonesia Family Life Survey dan kebijakan BOS, 

sedangkan studi pada industri kecil Indonesia menunjukkan bahwa faktor penawaran dan permintaan 

tenaga kerja anak saling berinteraksi, sehingga pengurangan pekerjaan anak memerlukan kebijakan 

yang meningkatkan akses sekaligus kehadiran dan partisipasi anak di sekolah (Aniza, 2023)  

Kerangka Regulasi 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara, sehingga kondisi geografis tidak dapat menjadi 

alasan anak kehilangan kesempatan belajar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional , n.d.) . Pada tingkat daerah, Pangkep memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta bentuk layanan adaptif melalui Peraturan Bupati 

Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu untuk Wilayah 

Kepulauan dan Pesisir (Penyelenggaraan Layanan Pendidikn Kelas Perahu Untuk Wilayah Kepulauan 

Dan Pesisir, 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 

2015). Adaptasi yang diatur bukan penurunan standar pendidikan, melainkan penyesuaian metode, 

waktu, dan bentuk layanan bagi anak yang menghadapi hambatan geografis maupun sosial ekonomi. 

Untuk penanganan ATS, Pangkep memiliki Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) (Peraturan Bupati 

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah 

(RAD-PPATS) , 2023). Struktur RAD-PPATS mencakup penyelenggaraan, pengelolaan, peserta, 

dokumen, evaluasi, jaminan wajib belajar, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, 

pelaporan, kerja sama, dan pendanaan, yang menunjukkan bahwa penanganan ATS bersifat lintas 

sektor. Arah serupa tampak pada regulasi daerah lain, yaitu Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 

2022 tentang RAD Percepatan Penanganan ATS (Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak 

Tidak Sekolah, 2022) dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penanganan 

ATS yang mengatur pemantauan, evaluasi, kerja sama, dan pendanaan (Penanganan Anak Tidak 

Sekolah Kota Banjarmasin, 2025) . 

Kerangka regulasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari pendekatan reaktif menuju 

pendekatan preventif dan responsif: pemerintah tidak menunggu anak menjadi ATS, tetapi 

mengidentifikasi faktor risiko, memahami penyebab, melakukan penjangkauan, dan menyediakan 

dukungan sesuai kebutuhan. Namun, regulasi yang ada lebih banyak mengatur layanan pendidikan dan 

tata kelola penanganan ATS, sedangkan faktor ekonomi rumah tangga dan keterlibatan anak dalam 

aktivitas ekonomi belum menjadi sasaran intervensi yang eksplisit.  

Praktik Empiris Pencegahan dan Penanganan ATS 

Kelas Perahu sebagai praktik pendidikan adaptif. Kehidupan sebagian masyarakat Pangkep 

berkaitan erat dengan aktivitas kelautan sehingga aktivitas ekonomi keluarga memengaruhi mobilitas 

dan waktu anak. Kelas Perahu dikembangkan sebagai layanan alternatif dengan pendekatan belajar 
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mandiri bagi siswa yang mengikuti orang tua melaut, dan memperoleh landasan formal melalui 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019. Penelitian di Pulau Salemo menemukan bahwa layanan ini 

berjalan dengan model pembelajaran mandiri berbasis lembar kerja dan pendampingan, serta 

berkontribusi sebagai sarana belajar, meningkatkan hasil belajar, dan menurunkan angka putus sekolah 

(Said & Torro, 2020). 

Integrasi data, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan pendampingan. Pengalaman di 

Indonesia menunjukkan pentingnya data yang mampu mengidentifikasi identitas dan lokasi anak, status 

sekolah, faktor risiko, serta dukungan yang dibutuhkan. UNICEF melaporkan bahwa sistem 

pengumpulan dan pemantauan data menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi 

anak berisiko putus sekolah maupun yang sudah berada di luar sistem pendidikan(UNICEF Indonesia, 

2024) . Di Kabupaten Trenggalek, data digunakan untuk mengidentifikasi hampir 4.000 anak tidak 

sekolah, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga lain untuk 

memberikan dukungan finansial bagi keluarga rentan. Di Sulawesi Selatan, dalam tiga tahun hampir 94 

persen anak yang teridentifikasi telah kembali belajar dan jumlah anak tidak sekolah berkurang sekitar 

12 persen, yang dikaitkan dengan komitmen pemerintah dan penguatan kapasitas pemerintah daerah 

(UNICEF Indonesia, 2024). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa data berfungsi sebagai dasar 

penentuan intervensi, sehingga pemerintah dapat beralih dari pendekatan seragam menuju intervensi 

yang terarah menurut kebutuhan anak. 

Sintesis: Tiga Domain Intervensi 

Integrasi kajian teori, regulasi, dan praktik empiris menghasilkan tiga temuan. Pertama, kerentanan 

ekonomi rumah tangga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan: keterbatasan pendapatan 

meningkatkan tekanan pemenuhan kebutuhan, mendorong anak terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan 

pada akhirnya meningkatkan risiko terganggunya pendidikan. Kedua, pemerintah berkewajiban 

menjamin hak pendidikan anak, dan regulasi Pangkep telah memberi ruang bagi layanan adaptif melalui 

Kelas Perahu, PASTI CERDAS, dan RAD-PPATS. Ketiga, penanganan ATS yang efektif memerlukan 

layanan yang menyesuaikan kondisi anak, identifikasi berbasis data, bantuan tepat sasaran, 

pendampingan, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan keberlanjutan pendidikan. 

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, diperoleh tiga domain intervensi. Domain perlindungan sosial 

memperkuat kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi melalui dukungan yang 

disesuaikan dengan tingkat kerentanan, dengan sasaran mengurangi tekanan ekonomi, membantu 

kebutuhan pendidikan anak, mencegah keterlibatan berlebihan anak dalam aktivitas ekonomi, 

memperkuat kemampuan keluarga mempertahankan anak di sekolah, dan merespons guncangan. 

Domain pendidikan adaptif menyesuaikan layanan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi anak 

melalui fleksibilitas layanan dan keterhubungan anak dengan pendidikan, sebagaimana dicontohkan 

Kelas Perahu dan PASTI CERDAS. Domain identifikasi dini menggeser pendekatan dari penanganan 

setelah anak keluar menuju pencegahan, melalui penemuan anak berisiko, pemetaan penyebab dan 
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tingkat kerentanan, penghubungan dengan layanan, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan 

keberlanjutan pendidikan. 

Analisis Alternatif Kebijakan 

Ketiga domain dikonstruksi menjadi tiga alternatif kebijakan yang memiliki tujuan sama, yaitu 

menurunkan risiko ATS di Pangkep, tetapi berbeda titik intervensinya (Tabel 1). Alternatif A1 berfokus 

pada penguatan layanan pendidikan adaptif, A2 pada pengurangan tekanan ekonomi rumah tangga 

melalui perlindungan sosial terintegrasi, dan A3 pada sistem deteksi dan pendampingan anak berisiko 

ATS. 

Tabel 1. Matriks Ringkas Tiga Alternatif Kebijakan 

Alternatif Fokus utama Masalah yang 

dijawab 

Instrumen utama Kekuatan utama 

A1. Penguatan 

layanan 

pendidikan 

adaptif bagi anak 

rentan 

Keberlanjutan 

layanan 

pendidikan 

Hambatan akses 

dan karakter 

wilayah 

Kelas Perahu, 

layanan fleksibel, 

pendampingan 

Responsif terhadap 

kondisi kepulauan 

A2. Penguatan 

perlindungan 

sosial 

terintegrasi bagi 

rumah tangga 

anak berisiko 

ATS 

Kerentanan 

sosial ekonomi 

keluarga 

Tekanan ekonomi 

dan keterlibatan 

anak dalam 

aktivitas ekonomi 

keluarga 

Asesmen keluarga, 

perlindungan sosial, 

bantuan pendidikan, 

pemberdayaan, 

pendampingan 

Paling dekat 

dengan akar 

masalah utama 

A3. Penguatan 

sistem 

identifikasi dini 

dan 

pendampingan 

anak berisiko 

ATS 

Ketepatan 

sasaran dan 

kecepatan 

respons 

Risiko ATS dan 

fragmentasi 

informasi sasaran 

Deteksi dini, 

klasifikasi risiko, 

pendampingan, 

monitoring 

Meningkatkan 

ketepatan dan 

kecepatan 

intervensi 

 

Berdasarkan matriks tersebut, A2 berada paling dekat dengan akar masalah utama karena 

menyasar tekanan ekonomi dan keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga. A1 memiliki 

kekuatan karena membangun praktik yang telah memiliki landasan regulasi dan bukti awal efektivitas 

(Said & Torro, 2020) tetapi titik intervensinya berada pada sisi layanan sehingga kurang menjawab 

tekanan ekonomi keluarga. A3 meningkatkan ketepatan sasaran dan kecepatan respons, namun tanpa 

instrumen perlindungan sosial dan layanan pendidikan yang memadai, identifikasi hanya menghasilkan 

daftar anak berisiko tanpa intervensi yang menjawab penyebabnya.  

Diskusi 

Temuan bahwa tekanan ekonomi rumah tangga, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, dan 

melemahnya kapasitas keluarga membentuk rantai kausal yang saling memperkuat sejalan dengan 

penelitian di berbagai daerah. Penelitian pada anak petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 
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menemukan bahwa ketidakmampuan membiayai pendidikan dan penghasilan yang tidak menentu 

menjadi penyebab putus sekolah, dan sebagian anak kemudian membantu ekonomi keluarga  (Quraisy 

& Arifin, 2017b). Hasil ini diperkuat oleh bukti nasional yang menempatkan kemiskinan dan kebutuhan 

anak bekerja sebagai penyebab utama putus sekolah pada pendidikan dasar (Ananda et al., 2025) 

([penulis, tahun]) serta temuan Rosminia dan Istiana (Rosmini & Istiana, 2025) di Sulawesi. Konsistensi 

ini menunjukkan bahwa kondisi di Pangkep bukan kasus tersendiri, tetapi bagian dari pola kerentanan 

ekonomi rumah tangga yang juga ditemukan di wilayah lain, dengan kekhasan kepulauan berupa 

aktivitas melaut. 

Pembahasan mengenai instrumen perlindungan sosial perlu mempertimbangkan bukti yang 

belum seragam. Martsha menyimpulkan bahwa PKH berdampak pada partisipasi pendidikan anak usia 

sekolah di Indonesia (Martsha, 2024). Atmaja tidak menemukan dampak signifikan PKH terhadap 

partisipasi sekolah, kemungkinan karena partisipasi sekolah nasional sudah tinggi (Atmaja, n.d.) . 

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa bantuan seragam tidak otomatis menyelesaikan persoalan, dan 

bahwa efektivitasnya bergantung pada penargetan dan konteks. Hal ini mendukung gagasan 

perlindungan sosial adaptif yang menyesuaikan bentuk dan intensitas intervensi dengan tingkat 

kerentanan keluarga, bukan memberikannya secara merata. 

Pembahasan juga menunjukkan bahwa kekuatan Pangkep terletak pada regulasi dan praktik 

layanan adaptif, sedangkan kelemahannya terletak pada sisi ekonomi rumah tangga dan sistem 

identifikasi. Kelas Perahu terbukti menjadi sarana belajar yang menjaga keterhubungan anak melaut 

dengan pendidikan (Said & Torro, 2020), tetapi layanan ini tidak mengubah alasan anak ikut melaut, 

yaitu keterbatasan pendapatan keluarga. Di sisi lain, perbedaan angka ATS dan anak berisiko 

menunjukkan bahwa tanpa data terintegrasi, intervensi sulit diarahkan sebelum anak keluar dari 

sekolah. Pengalaman Trenggalek dan Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa identifikasi berbasis 

data yang dikaitkan dengan dukungan finansial dan pendampingan dapat mengembalikan anak ke 

pendidikan. 

Dengan demikian, model yang dirumuskan berupa perlindungan sosial adaptif berjenjang yang 

memadukan tiga domain: identifikasi dini untuk menemukan dan mengklasifikasikan anak berisiko, 

perlindungan sosial untuk menurunkan tekanan ekonomi menurut tingkat kerentanan, serta pendidikan 

adaptif untuk menjaga keterhubungan anak dengan sekolah. Secara kebijakan, hal ini berarti RAD-

PPATS dan Kelas Perahu perlu dihubungkan dengan asesmen kerentanan keluarga dan program 

bantuan sosial yang telah tersedia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada kajian 

dokumen dan literatur, sehingga validasi empiris melalui data primer rumah tangga di Pangkep, 

misalnya wawancara dengan keluarga anak berisiko ATS, diperlukan pada penelitian lanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan bersumber dari rantai kausal ekonomi rumah tangga. Tiga akar masalah saling 
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memperkuat, yaitu pendapatan rumah tangga yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pendidikan anak, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga, serta melemahnya kapasitas 

rumah tangga mempertahankan pendidikan anak saat menghadapi tekanan ekonomi. Dengan demikian, 

ATS merupakan hasil akumulasi kerentanan keluarga dan tidak dapat ditangani hanya sebagai persoalan 

pendidikan. 

Kajian regulasi menunjukkan bahwa Pangkep telah memiliki landasan layanan pendidikan 

adaptif melalui Kelas Perahu, PASTI CERDAS, dan RAD-PPATS, dan praktik empiris menunjukkan 

nilai identifikasi berbasis data yang dihubungkan dengan dukungan finansial dan pendampingan. 

Namun, perangkat tersebut belum menyasar tekanan ekonomi rumah tangga dan keterlibatan ekonomi 

anak secara eksplisit. Perbedaan angka ATS (77 anak) dan anak berisiko ATS (1.568 anak) pada data 

SIPBM-ATS juga menunjukkan perlunya identifikasi risiko yang lebih sistematis agar intervensi 

diberikan sebelum anak keluar dari sistem pendidikan. 

Berdasarkan temuan tersebut, model perlindungan sosial adaptif yang dirumuskan memadukan 

tiga domain, yaitu identifikasi dini, perlindungan sosial, dan pendidikan adaptif, dengan intensitas 

intervensi disesuaikan dengan tingkat kerentanan keluarga. Dari tiga alternatif yang dianalisis, 

penguatan perlindungan sosial terintegrasi bagi rumah tangga anak berisiko ATS paling dekat dengan 

akar masalah utama, sedangkan sistem identifikasi dini dan layanan pendidikan adaptif berfungsi 

sebagai pendukung ketepatan sasaran dan keberlanjutan layanan. 
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